KRONOLOGIS BATAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN ACEH:

1. [bookmark: _GoBack]Adanya Surat Gubernur Aceh Nomor 126/16412 tanggal  22 September 2016 perihal Fasilitasi Penyelesaian Batas antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara serta Surat Gubernur  Sumatera Utara Nomor 135/8031 tanggal 3 Oktober 2016 Penyelesaian Permasalahan Batas antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh.
2. Bahwa batas daerah antara Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh terdiri dari 9 (sembilan) segmen batas daerah yang masih indikatif, sebagai berikut:
a. Batas antara Kabupaten Aceh Tamiang di Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; 
b. Batas antara Kabupaten Gayo Lues di Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
c. Batas antara Kabupaten Aceh Tenggara di Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
d. Batas antara Kabupaten Aceh Tenggara di Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
e. Batas antara Kabupaten Aceh Tenggara di Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
f. Batas antara Kota Subulussalam di Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
g. Batas antara Kota Subulussalam di Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
h. Batas antara Kabupaten Aceh Singkil di Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara; 
i. Batas antara Kabupaten Aceh Singkil di Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara
3. Terhadap segmen batas antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh sebagaimana pada angka 2, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah memfasilitasi penyelesaian segmen batas daerah antar kabupaten/kota yang berada dalam Provinsi Sumatera Utara dan dalam Aceh pada tahun 2017, yang titik simpulnya berada pada koridor batas kedua provinsi, sebagai berikut: 
	NO
	KAB./KOTA
	KAB./KOTA
	STATUS
	KET

	BATAS KAB./KOTA DALAM PROVINSI ACEH

	1
	Aceh Tamiang
	Gayo Lues
	Batas telah disepakati
	Simpul dengan Kab. Langkat Sumut sudah disepakati

	2
	Gayo Lues 
	Aceh Tenggara
	Batas telah disepakati
	Simpul dengan Kab. Langkat Sumut sudah disepakati

	3
	Aceh Tenggara
	Kota Subulussalam
	Permendagri No. 25/2018
	Simpul dengan Dairi Sumut Telah Definitif

	4
	Kota Subulussalam
	Aceh Singkil
	Batas telah disepakati
	Simpul dengan Kab. Pakpak Bharat Sumut sudah disepakati

	BATAS KAB./KOTA DALAM PROVINSI SUMATERA UTARA

	5
	Langkat
	Karo
	Batas telah disepakati
	Simpul dengan Aceh Tenggara sudah disepakati

	6
	Karo
	Dairi
	Batas telah disepakati
	Simpul dengan Aceh Tenggara sudah disepakati

	7
	Dairi 
	Pakpak Barat
	Batas telah disepakati
	Simpul dengan Kota Subulussalam sudah disepakati

	8
	Pakpak Barat
	Tapanuli Tengah
	Batas telah disepakati
	Simpul dengan Aceh Singkil sudah disepakati



4. Seluruh titik simpul batas sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah disepakati, dan kesepakatan terhadap titik simpul batas tersebut menjadi awal bagi penarikan garis batas untuk masing-masing segmen batas antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.


5. Sebagai tindak lanjut, telah dilaksanakan serangkaian proses fasilitasi oleh Ditjen BAK sebagai berikut:
a. Rapat pembahasan awal tanggal 19 Juli 2018, dengan hasil:
1) BA No 08/BAD I/VII/2018, ditandatangani oleh Plt. Gub Aceh, Pj. Gub. Sumut, dan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, dengan inti antara lain:
· Kesepakatan kembali terhadap seluruh titik simpul batas antar kab/kota dlm Prov. Aceh dan Sumut yg berada di koridor garis batas kedua Provinsi. 
· Titik simpul tersebut menjadi acuan penarikan garis batas kedua provinsi
· Mendukung Tim PBD masing2 daerah untuk menyelesaikan seluruh segmen bts dan akan diselesaikan tahun 2018-2019
2) BA No 09/BAD I/VII/2018, isi:
· Masing2 Pemprov dan Pemkab/Pemkot telah menyampaikan data/dokumen PBD sebagai acuan 
· Masing2 Pemprov dan Pemkab/Pemkot akan melengkapi data/dokumen dan disampaikan kepada Ditjen BAK
b. Rapat Fasilitasi kedua, tanggal 30 dan 31 Oktober, serta 6 Desember 2018, inti:
	No
	ACEH
	SUMUT
	Rapat tgl
	Kesepakatan 

	1
	Kab. Aceh Tamiang
	Kab. Langkat
	30 Okt 2018
	Sepakat dengan dokumen Peta 2012

	2
	Kab. Aceh Tenggara
	Kab. Karo
	30 Okt 2018
	Sepakat mempedomani Peta Topo 1979 dan akan verifikasi asset di lapangan

	3
	Kota Subulussalam
	Kab. Pakpak Bharat
	31 Okt 2018
	Sepakat dengan dokumen Peta 2012

	4
	Kab. Aceh Singkil
	Kab. Pakpak Bharat
	31 Okt 2018
	Sepakat mempedomani Peta Topo 1979 dan 1980 dan akan verifikasi pilar di lapangan

	5
	Kab. Aceh Singkil
	Kab. Tapanuli 
Tengah
	31 Okt 2018
	Sepakat mempedomani Peta Topo 1980 dan akan verifikasi asset di lapangan

	6
	Kab. Gayo Lues
	Kab. Langkat
	6 Des 2018
	Sepakat dengan peta Topo 1978-1979 sesuai lembar terkait

	7
	Kab. Aceh Tenggara
	Kab. Langkat
	6 Des 2018
	Sepakat dengan peta Topo 1978-1979 sesuai lembar terkait

	8
	Kab. Aceh Tenggara
	Kab. Dairi
	6 Des 2018
	Sepakat dengan peta Topo 1978-1979 sesuai lembar terkait

	9
	Kota Subulussalam
	Kab. Dairi
	6 Des 2018
	Sepakat dengan peta Topo 1978-1979 sesuai lembar terkait



c. Rapat ketiga, tanggal 30 dan 31 Januari dan 1 Februari 2019, inti:
	No
	ACEH
	SUMUT
	Rapat tgl
	Kesepakatan 

	1
	Kab. Aceh Tamiang
	Kab. Langkat
	30 Jan 2019
	· Telah diberikan Peta dan Draft Permendagri 30 jan 2019
· Sepakat dengan 77 titik koordinat
· Sepakat tidak perlu verifikasi lapangan karena pernah dilakukan tahun 2012
· Sepakat penandatanganan Peta dan Draft Permendagri minggu ke IV Feb 2019

	2
	Kab. Gayo Lues
	Kab. Langkat
	30 Jan 2019
	· Telah diberikan Peta dan Draft Permendagri 30 jan 2019
· Sepakat dengan 21 titik koordinat
· Sepakat tidak perlu verifikasi lapangan 
· Sepakat penandatanganan Peta dan Draft Permendagri minggu ke IV Feb 2019

	3
	Kab. Aceh Tenggara
	Kab. Langkat
	31 Jan 2019
	· Telah diberikan Peta dan Draft Permendagri 30 jan 2019
· Sepakat dengan 28 titik koordinat
· Sepakat tidak perlu verifikasi lapangan 
· Sepakat penandatanganan Peta dan Draft Permendagri minggu ke IV Feb 2019

	4
	Kab. Aceh Tenggara
	Kab. Dairi
	31 Jan 2019
	· Telah diberikan Peta dan Draft Permendagri 30 jan 2019
· Akan dilakukan penyesuaian penarikan garis batas di sub segmen S. Renun
· Kedua Pemprov dan Pemkab akan mengidentifikasi kartometrik

	5
	Kota Subulussalam
	Kab. Dairi
	6 Des 2018
	Sepakat dengan peta Topo 1978-1979 sesuai lembar terkait

	6
	Kota Subulussalam
	Kab. Pakpak Bharat
	31 Okt 2018
	Sepakat dengan dokumen Peta 2012

	7
	Kab. Aceh Singkil
	Kab. Pakpak Bharat
	31 Okt 2018
	Sepakat mempedomani Peta Topo 1979 dan 1980 dan akan verifikasi pilar di lapangan

	8
	Kab. Aceh Tenggara
	Kab. Karo
	-
	Tidak dilakukan pembahasan karena masih proses verifikasi lapangan di daerah

	9
	Kab. Aceh Singkil
	Kab. Tapanuli 
Tengah
	-
	Tidak dilakukan pembahasan karena masih proses verifikasi di daerah



d. Rapat keempat, 26 Februari 2019:
	No
	ACEH
	SUMUT
	Kesepakatan 

	1
	Kab. Gayo Lues
	Kab. Langkat
	· Telah penandatanganan Draft Permendagri dan Peta Batas Daerah Kesepakatan, serta Berita Acara Kesepakatan.
· Proses penerbitan Permendagri

	2
	Kab. Aceh Tenggara
	Kab. Langkat
	· 

	3
	Kota Subulussalam
	Kab. Dairi
	· 

	4
	Kab. Aceh Singkil
	Kab. Pakpak Bharat
	· 

	5
	Kab. Aceh Tenggara
	Kab. Dairi
	· Telah penandatanganan Draft Permendagri dan Peta Batas Daerah Kesepakatan, serta Berita Acara Kesepakatan.
· Proses penerbitan Permendagri

	6
	Kota Subulussalam
	Kab. Pakpak Bharat
	· 

	7
	Kab. Aceh Tamiang
	Kab. Langkat
	· Ditjen BAK mengusulkan penarikan garis batas tekait klaim Kab. Langkat terhadap Dusun Aras Napal Kanan di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang
· Kedua Pemprov dan Pemkab akan verifikasi lapangan 

	8
	Kab. Aceh Tenggara
	Kab. Karo
	Tidak dilakukan pembahasan karena masih proses verifikasi lapangan di daerah

	9
	Kab. Aceh Singkil
	Kab. Tapanuli 
Tengah
	



e. Rapat kelima, 16-18 Mei 2019:
	No
	ACEH
	SUMUT
	Kesepakatan 

	1
	Kab. Aceh Tenggara
	Kab. Karo
	· Ditjen BAK telah mengusulkan penarikan garis batas alternatif 
· Akan dilaksanakan verifikasi lapangan pada Bulan Juli 2019

	2
	Kab. Aceh Singkil
	Kab. Tapanuli 
Tengah
	· Ditjen BAK telah mengusulkan penarikan garis batas alternatif 
· Akan dilaksanakan verifikasi lapangan pada Bulan Juli 2019

	3
	Kab. Aceh Tamiang
	Kab. Langkat
	Tidak dilakukan pembahasan karena menunggu tindak lanjut kesepakatan oleh kedua Pemprov dan Pemkab hingga 30 Juni 2019


6. Secara keseluruhan, dari 9 (Sembilan) segmen batas antara Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh, sejumlah 6 (enam) segmen telah disepakati serta dilakukan penandatanganan Draft Permendagri dan Peta Batas Daerah Kesepakatan. Adapun 3 (tiga) segmen yang lain akan dilakukan proses verifikasi dan penandatanganan Draft Permendagri dan Peta Batas Daerah Kesepakatan. Dengan demikian penyelesaian batas antara Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh ditargetkan selesai secara menyeluruh pada tahun 2019. 
7. Dengan telah selesainya seluruh segmen batas Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh dimaksud, maka seluruh batas antar Provinsi di lingkup Pulau Sumatera akan selesai secara menyeluruh (100%). 

